
. - 
' ' i't 

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA 
I I . NOMOi Jl5 TAHUN 2007 
'F E N T  A N G  

BATAS JUMLAH suJT PERMINTAAN PEtylBAYARAN 
VANG PERSEDIAAN (SPP-UP) DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN 

I I GANT! U�� PERSEDIAAN (SPP-GU) T� ANGGARAN 2007 
BUPAll'I LUWU UTARA. 

Menimbang : a. bahwa dalam I rLgka tertib administrasi penatausahaan APBD Kabupaten LuU Utara Tahun Anggaran 2007, perlu ditetapkan Peraturan Bufati Luwu Utara tentang Batas Jumlah Surat Permintaan Pe�bayaran Uang Persediaan (SPP-UP) dan Surat Permintaan Peh.bayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Tahun 
I Anggaran 2007; 

b. bahwa berdasjkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a di atas, perlu tli�etapkan dengan Peraturan Bupati Luwu Utara. 
I . Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten DJti II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahhn 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik IndorleJia Nomor 3826); 

2. Undang-Undjg Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang b�rsih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Neg.Ira Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembfu'an Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
I - 3. Undang-Und�g 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
I 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembliran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan LJrribaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
I 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Pe�pdang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoridia Nomor 4389); 

6. Undang-Undjg Nomor 15 Tahun �004 tentang Pemeriksaan 
I Pengelolaan d� Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Repub�if Indonesia Tahun 2004 Nomor 6{i,. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lemb.han Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahrui Thmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana teljili diubah dengan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2005 tJntang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undarigjlvomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang­ Undang Nomoi" 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undar!g](Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan anfara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Neg�ra Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lerrib.tran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
Undang-UndJg Nomor 20 Tahun zooi tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repub�il< Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negar� Republik Indonesia Nomor 4090); 
Peraturan PejJintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Kei!i.ahgan (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 49, Tarribhllan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); I 
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Da�r.ili (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tahtbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

I Nomor 4578); 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan da'n jPenerapan Standar Pelayanan Minimal ( Lembaran Republik Neg.ha Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Neg.tr� Republik Indonesia Nomor 4585); 

I I 13. Peraturan Pem�rintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instahsi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 �6mor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nojm! 4614); 
14. Peraturan Mente� Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang P�doman Pengelolaan Keuangan Daerah; 
15. Peraturan Men!Ji Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 

I I 2006 tentang Pedoman Penyusunan APBD T.A.2007; 
1 1  16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 05 Tahun 2006 tentang Pokok��okok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 05); 
I I 17. Peraturan Daera;h Kabupaten Luwu Utara Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggarlm: 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara 
I l Tahun 2007 Nomor 02); 
1 1  18. Keputusan Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Ta:11-i;m Anggaran 2007 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 20,07.
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Nomor 01); 
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MEMUTUSKAN 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG BATAS JUMLAH 
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) 
DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANT! UANG 
PERSEDIAAN (SPP-GU)TAHUN ANGGARAN 2007. 

Pasal 1 

Ketentuan batas jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan 
(SPP-UP) berdasarkan kebutuhan pembiayaan bulan atau triwulan 
kegiatan tahun anggaran berjalan dengan tidak melebihi pagu anggaran 
pertriwulan atau pagu anggaran kegiatan. 

Pasal 2 

Ketentuan batas jumlah Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang 
Persediaan (SPP-GU) jumlahnya tidak melebihi jumlah dana yang telah 
dikeluarkan dalam Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP­ 
UP). 

Pasal 3 

Persetujuan pencairan dana SPP-UP dan SPP-GU dengan Surat Perintah 
Membayar (SPM) oleh Kepala SKPD dan Surat Perintah Pencairan Dana 
(SP2D) oleh Bendahara Umurn Daerah/Kuasa Bendahara Umurn Daerah 
berdasarkan ketersediaan dana pada kas daerah. 

Pasal4 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2007. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah. 
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Diundangkan di Masamba 
-, pada tanggal, 08 Maret 2007 

Ditetapkan di Masamba, 
pada tanggal, 0$ Maret 2007 

tBUPATI LUWU UT ARA 

iH-��MUTIY� 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UT ARA 

/� --, 

Drs�CHAERUL PANGERANG 

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UT ARA TAHUN 2007 NOMOR: 05 
Halaman 3 dari 3 ha/aman 


